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This study aims to determine and analyze the political orientation of the fishing 
communities in Majene Regency which is also associated with their rationality 
in voting in elections. This research was conducted in Majene Regency, West 
Sulawesi Province, using qualitative research type with descriptive type of 
analysis. Determination of informants was conducted purposively. Data was 
obtained through in-depth interviews and literature review. Data was analyzed 
using political orientation theory, rational choice theory, coleman and other 
rationality concepts. The results showed that cognitive orientation, fishermen's 
knowledge of the general election was still very low. In making political 
decisions, they do not consider the program and vision and mission of the 
political parties but only consider the figures they know and like. In the 
affective orientation aspect, fishermen do not feel that the results of the 
previous elections can benefit their lives so that they will not consider the 
results of the party's performance. last election. This is due to the emergence 
of disappointment at the performance of political parties in the previous 
election. aspects of evaluative orientation, fishermen will still distribute their 
political rights in elections but their decisions are based on decisions for their 
comfort and security to live in rented land or loans from landlords who also 
direct fishermen to choose the candidate that the landlord wants. The decision 
to vote was also based on the rise of money politics by the candidates. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik 
masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula 
dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. Penelitian 
ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis.Penentuan informan 
dilakukan secara purposive.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan 
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kajian pustaka.Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori 
pilihan rasional coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang 
pemilihan umum masih sangatlah tendah. Mereka dalam mengambil keputusan 
politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai poltik 
melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan 
sukai.aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang 
terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam 
memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. 
Hal ini dikarenaka munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik 
yang ada pada pemilu sebelumnya. aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap 
akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka 
didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk 
tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan 
nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih 
juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat. 
 
PENDAHULUAN  
Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemililihan umum yang merupakan sarana 
legal dalam pergantian kekuasaan. Pemilihan umum juga merupakan ruang evaluasi atas kinerja 
kepemimpinan selama lima tahunan oleh masyarakat. Dalam tataran praktisnya, pemilu untuk mengisi 
jabatan jabatan politik tertentu mulai dari legislatif maupun di eksekutif. 
Keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat terlihat dari lima pendekatan 
yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional1. Pendekatan 
struktural akan melihat kegiatan memilih sebagai produk dengan konteks yang luas seperti struktur 
sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai 
politik. Pendekatan sosial cenderung menempatkan pemilih pada konteks sosial seperti pemilih memilih 
karena status sosilanya, ekonomi, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, agama dan pendidikan. 
Pendekatan ekologis cenderung menilai karakteristik pemilih memilih dikarenakan faktor teritorial 
seperti desa, kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Pendekatan psikologi sosial yakni pemilih 
dalam menentukan pilihannya dikarenakan ada keterikatan emosional pemilih dengan partai tertentu. 
Dan pendekatan rasiaonal yang mana pemilih memilih dikarenakan pertimbangan untung-rugi. Pemilih 
akan melakukan pertimbangan tertentu mengenai keuntungan yang diperoleh dalam memilih partai atau 
kandidat tertentu sehingga akan mempengaruhi keputusan memilih atau tidak dalam pemilu. 
Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan 
rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan 
suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif 
berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, 
pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup2. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu 
bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang 
logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus 
menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas 
alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk 
kepentingan sendiri (self interest) maupun untuk kepentingan umum. 
 
1 Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.145 
2 Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, 1992, 
Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.146 
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi sorotan selama ini adalah partisipasi 
pemilih untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suaranya di bilik suara. 
Legitimasi pemilu sering sekali dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih. Semakin tinggi 
tingkat partisipasi maka ligitimasi hasil pemilu dianggap kuat dan begitu pula sebaliknya.  
Masyarakat Kabupaten Majene merupakan masyarakat pesisir yang sebagian besar bertempat 
tinggal di daerah pesisir pantai. Karakteristik kehidupan pesisir ini membuat masyarakat Kabupaten 
Majene banyak yang menggatungkan kehidupannya dengan berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat 
pesisir ini hanya mempunyai keterampilan dalam penangkapan ikan sehingga nelayan adalah profesi 
satu-satunya yang dijadikan ladang pencarian nafkah keluarga mereka. 
Secara geografis, masyarakat pesisir atau nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan 
berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Secara 
sosiologis, mereka memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena 
perbedaan karakteristik sumberdaya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir 
sangat bergantung pada sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang 
hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka (open access), sehingga kondisi lingkungan wilayah 
pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka. 
Masyarakat nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, 
miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik. Kemiskinan 
yang selalu menjadi trade mark bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa 
fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, 
rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan 
ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Disamping itu, 
kemiskinan mereka juga diakibatkan oleh masalah kerusakan ekosisitem pesisir-laut yang berdampak 
serius terhadap menipisnya sumberdaya perikanan. 
Selain masalah sosial-ekonomi, kondisi lingkungan wilayah pesisir dan sistem mata 
pencaharian nelayan juga berdampak pada persoalan pendidikan dan sosial-keagamaan, terutama 
pendidikan keagamaan masyarakatnya. Sistem mata pencaharian masyarakat nelayan yang 
mengharuskan mereka berada di tengah laut untuk jangka waktu yang cukup lama, mamaksa mereka 
untuk meninggalkan aktifitas lain selain ‘melaut’, termasuk aktifitas pendidikan dan sosial keagamaan. 
Para nelayan biasanya mengajak anak-anak mereka untuk melaut, padahal anak-anak mereka termasuk 
anak usia sekolah. Akibatnya, tentu saja, hak pendidikan mereka tidak terpenuhi secara maksimal. 
Bahkan hanya untuk memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, program pemerintah. Inilah salah 
satu argumentasi yang mendasari mengapa pendidikan masyarakat nelayan rendah. Begitupun dalam 
melakukan aktifitas kegamaan, mereka memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Imbasnya, 
pengalaman keagamaan dan pendidikan keagamaan mereka menjadi kurang memadai. 
Kondisi kesejateraan yang rendah memungkinkan politik transaksional dapat terjadi di 
masyarakat nelayan Majene. Hal ini bisa dilakukan oleh para peserta pemilu untuk mengajak dan 
mempengaruhi masyarakat nelayan untuk memilih mereka atau calon tertentu dalam pemilu. Bagi 
peserta pemilu, politik uang adalah konsekuensi logis dalam mendanai proses politik mereka. Mereka 
tahu bahwa politik uang adalah larangan namun mereka berkilah bahwa hal tersebut adalah biaya politik 
yang harus dikeluarkan. Masyarakat nelayan pun merasa bahwa uang yang mereka dapatkan sebelum 
hari pencoblusan adalah hal yang lumrah sebagai pemberian calon yang sering terjadi dari pemilu ke 
pemilu.  
Peserta pemilu dalam melakukan politik uang dengan merekrut para juragan sebagai tim 
pemenangan mereka dalam pemilu. Keterlibatan para juragan ini dianggap penting bagi para elit 
dikaranakan mereka dianggap sebagai alat peraup suara yang efektif di masyarakat nelayan. Mereka 
dianggap memiliki kekuasaan akan profesi para sawi atau anak buah mereka sebagai nelayan. Model 
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pendekatan ini menjadi pilihan yang peserta pemilu anggap efektif dalam setiap pemilihan umum 
bahkan sampai di tingkat pemilihan kepala kampung di lingkungan nelayan. 
Dari fenomena sosial dan politik tersebut yang  peneliti dapatkan dalam observasi awal ternyata 
mempunyai hubungan terhadap partisipasi pemilih di TPS-TPS lingkungan nelayan menetap. 
Partisipasi mereka sangatlah tinggi dan ini terjadi dari pemilu ke pemilu. Nelayan akan memilih untuk 
mengikuti dan berpartisipasi dalam momen pemilihan umum daripada mereka melaut untuk mencari 
nafka sebagai nelayan. Hal ini menarik dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan kandidat yang 
menjadi peserta pemilihan umum yang telah duduk dalam jabatan politik belum dirasakan membantu 
mengangkat kesejateraan mereka namun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum.  
Penelitian ini akan mengaitkan dengan orientasi politik dari baik orientasi kognitif sekitar 
akurat atau tidaknya pengetahuan individu tentang sistem politik yang mencakup beberapa unsur, 
seperti kesadaran politik ataupun orientasi afektif dari masyarakat yaitu orientasi-orientasi perasaan 
terhadap politik, atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang yang bersifat 
politik sehingga dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat nelayan di Kabupaten Majene.  Dari 
uraian diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul “Rasionalitas Orientasi Politik 
Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Majene” yang mana penelitian ini 
diharapkan menjadi sumbangan pemikiran baik kepada penyelenggara pemilu sebagai sarana sosialisasi 
pemilu maupun bagi peserta pemilu baik nasional maupun lokal dalam pelaksanaan pendidikan politik 
di masyarakat. 
 
METODE DAN PEMBAHASAN  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian 
kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil 
penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriktif analitis. Penelitiaan 
ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan sosial politik masyarakat nelayan akan pilihaan 
politiknya, yang akhirnya diurai secara mendalam dengan metodekualitatif deskriktif. Dalam penelitian 
kualitatif deskriktif, peneliti akan menjelaskan keadaan siatuasi yang ada secara utuh, meliputi aspek 
tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity), yang berinteraksi secara sinergis dengan obyek 
yang diteliti. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yakni kawasan perkampungan nelayan di Kecamatan 
Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Kabupten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini dalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang 
berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan atau analisis Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik 
(gambar), dan/atau bagan. [Times New Roman 11pt, normal. Spasi 1.15 lines. Tidak ada spasi sebelum 
paragraf. Spasi 10pt setelah paragraf]. 
Bagian ini menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian tentang rasionalitas 
orientasi politik masyarakat nelayan pada pemilihan umum di Kabupaten Majene.  Peneliti akan 
menjabarkan orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek 
orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif. 
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Masyarakat nelayan dengan latar belakang kehidupannya banyak mendapatkan sorotan dalam 
politik lokal. Kehidupan nelayan dalam sektor ekonomi, latar belakang pendidikan, relasi patronase 
antara juragan dan sawi dan latar belakang lainnya dapat mempengaruhi keputusan politik mereka. Hal 
ini akan menjadi perhatian dari berbagai elemen pemilihan umum baik dari pihak penyelenggara 
maupun dari pihak peserta pemilu bahwa masyarakat nelayan merupakan obyek vital dalam 
keberlangsungan dinamika politik di Kabupaten Majene. 
Dari hal tersebut peneliti melakukan pendalaman untuk orientasi politik masyarakat nelayan 
yang mana orientasi politik ini mempengaruhi nelayan dalam menentukan keputusan politik mereka. 




Dalam pembentukan orientasi kognitif masyarakat nelayan, yang paling berperan adalah Partai 
politik dengan melakukan pekerjaan nyata dimasyarakat. Partai politik harus hadir sebagai pemberi 
solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Partai politik dalam melakukan 
sosialisasi tidaklah dilakukan dengan proses program yang berkala di masyarakat tetapi dengan cara 
partai politik menjadi fasilitator akan kebutuhan masyarakat untuk dapat disampaikan kepada 
pemerintah daerah. 
Para partai politik berlomba dalam hal kerja nyata ini guna mendapatkan penilaian dari 
masyarakat sehingga mendapat dukungan nantinya dalam pemilihan umum. Ketika partai politik telah 
memperlihatkan kerja nyatanya dimasyarakat sudah merupakan bagian pendidikan politik mereka ke 
masyarakat nelayan. Dengan banyaknya frekuaensi partai politik dalam melakakuan pendampingan 
tersebut diharapkan akan berbanding lurus dengan keyakinan masyarakat akan partai tersebut dan 
menjadi pilihan mereka dalam pemilu berikutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Firmanzah tentang 
pandangan kognitif bahwa masyarakat akan menilai dan kemudian memilih partai politik yang program 
kerjanya paling rasional dan logis. Partai politik melihat bahwa masyarakat adalah entitas yang rasional 
dan bisa berfikir sehingga partai politik akan mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan 
yang diharapkan masyarakat. 
Upaya yang dilakukan partai politik ini untuk mengarahkan perspetif dari nelayan tentang partai 
politik tersebut. Partai berusaha menunjukkan bahwa mereka bekerja memperjuangkan kepentingan 
rakyat sehingga rakyat memiliki pandangan dan pengetahuan bagaimana fungsi partai politik dalam 
memperjuangkan kepentingan dari rakyat tersebut. Menurut Firmanzah, dengan kerja ini partai akan 
mendapat penilaian dari rakyat dan akan menjadi pilihan dalam pemilihan umum. 
Dalam pembentukan pengetahuan masyarakat nelayan ini, penulis membandingkannya dengan 
pengetahuan nelayan tersebut kepada nelayan itu sendiri. Apakan nelayan telah mengetahui dan 
mengerti tentang informasi politik sehingga informasi tersebut menjadi acuan nelayan dalam 
menentukan pilihan politiknya? Pertanyaan tersebut penulis menanyakan langsung ke nelayan yang 
tinggal di pesisir pantai Kabupaten Majene. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat tergambarkan bahwa kepercayaan serta pengetahuan 
nelayan terhadap politik sangatlah kurang. Mereka tidak bisa memaknai pemilu sebagai sistem 
demokrasi yang juga merepakan hak dan kewajiban mereka selaku warga Negara. Dari konsep orientasi 
kognitif dari Almond dan Verba dapat diartikan bahwa Masyarakat Nelayan Majene secara kognitif, 
orientasi politiknya rendah. Masyarakat nelayan menganggap pemilihan umum hanyalah sekedar 
memilih figur yang mereka senangi tanpa melihat program dan visi misi yang calon dan partainya bawa. 
Masyarakat tidaklah melihat partai politik merupakan salah satu unsur dalam sistem politik dalam 
pemilihan umum. keberadaan partai politik sebagai alat atau kendaraan dari kandidat legislatif bukanlah 
menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan politik sehingga masyarakat nelayan dalam 
mengambil keputusan politiknya terkesan hanya sebagai memilih tokoh yang mereka senangi saja tanpa 
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memperhtikan kebijakan atau symbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik secara keseluruhan 
seperti yang Almond dan Verba maksud. 
Demikian juga dengan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang mana para nelayan 
sebagai individu sangat rendah dalam pemahamannya. Almond dan Verba mengungkapkan bahwa 
dalam memilih, individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dalam konstitusi. 
Hal ini yang kurang dimaknai oleh para nelayan dalam berpemilu. Mereka tidak memaknai pemilihan 
umum sebagai sarana demokrasi dalam menyalurkan hak demokrasi mereka. Mereka mengikuti pemilu 
tanpa faham apa fungsi pemilu untuk kehidupan mereka. Dari hal tersebut, keputusan memilih dari 
nelayan bukanlah lahir dari pengetahuan politik mereka tetapi cenderung untuk memilih orang sebagai 
sosok yang disenangi tanpa pertimbangan program serta kebijakan sistem yang melatarbelakangi 
kandidat tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Almond dan Verba bahwa individu dalam 
memilih harus mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut. 
 
Orientasi Afektif 
Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang kehidupan kesehariannya tidak lepas dari 
berbgai permasalahan baik itu permasalahan yang menyangkut aktifitasnya sebagai nelayan maupun 
sebagai pribadi individu yang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. Segala 
bentuk permasalahan ini akan memberikan kesan kepada diri mereka untuk merasakan secara emosional 
terhadap pilihan politik yang pernah mereka laksanakan pada waktu pemilu terdahulu. Segala bentuk 
interaksi pihak yang menjadi pilihannya akan direspon dengan memberikan kesan yang secara 
emosional terhadap figur yang dipilihnya atau pilihan yang bukan pilihannya. 
Perasaan positif dan negatif yang timbul dalam diri dapat menentukan orientasi politiknya. 
Dengan munculnya perasaan positif pada diri masyarakat maka akan menimbulkan “rasa percaya” 
(trust) dan sebaliknya jika perasaan negatif yang muncul maka akan menimbulkan rasa “permusuhan” 
(hostility). Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi politik 
seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility). 
Nelayan sebagai individu akan muncul rasa percayanya jika janji yang pernah diucapkan oleh 
kandidat sebelum terpilih dan mereka anggap sebagai hal yang dapat membantu mereka dalam 
beraktifitas sebagai nelayan itu terpenuhi. Rasa percaya itu juga akan muncul jika interaksi para anggota 
dewan ini tetap terjalin dengan mereka walaupun bukan dimasa menjelang pemilihan umum saja. 
Namun sebagian nelayan kurang dapat lagi percaya dengan para kandidat yang ada dikarenakan 
pengalaman yang mereka dapatkan selama kandidat ini terpilih di pemilu sebelumnya. Kesan yang 
mereka dapatkan adalah kesan yang bernilai negatif sehingga menimbulkan rasa ketidak percayaan lagi 
terhadap sebagian kandidat tersebut. Rasa percaya yang kurang ini berujung pada rasa permusuhan 
seperti yang dimaksud oleh Verba dan Powell terhadap mereka para kandidat sehingga apapun yang 
kandidat dimaksud bawa sebagai program tidaklah dapat mempengaruhi pilihan para nelayan. 
 
Orientasi Evaluatif 
Dalam hal orientasi evaluatif para nelayan di Kabupaten Majene dari keputusan mereka tidak 
lagi meliha program yang dibawa oleh para kandidat ata visi dan misi partai politik. Mereka akan lebih 
cenderung memilih karena figur yang mereka senangi tanpa ada pemilan terhapat partai politik yang 
menjadi kendaraan politik figur tersebut. Keputusan memilih juga dipengaruhi oleh pengalaman-
pengalaman yang nelayan rasakan dari pemilu sebelumnya yang mana pengalaman tersebut akan 
menimbulkan rasa percaya terhadap kandidat atau rasa permusuhan terhadap kandidat tersebut. Jika 
figur tersebut dinilai member kesan positif, maka mereka para nelayan akan percaya dan memilih lagi. 
Tetapi jika muncul rasa tidak suka atau permusuhan maka tidak akan dipilih lagi. 
Selain karena dampak orientasi Kognitif dan Afektif, Keputusan memilih juga ternyata 
dipengaruhi oleh kehidupan nelayan yang bertempat tinggal di lahan yang bukan miliknya. Keputusan 
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politik yang mereka ambil bagi nelayan yang bertempat tinggal di lahan pinjaman atau sewaan sangat 
dipengaruhi oleh sikap dari pemilik lahan tersebut. 
Fakta lain adalah maraknya politik uang. Praktek politik uang di kalangan Masyarakat Nelayan 
di Kabupaten Majene itu sangatlah marak terjadi. Fakta ini terus berlangsung pada setiap momen 
pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Majene baik itu Pemilihan Umum ataupun Pemilihan 
Kepala Daerah. Praktek politik uang ini menjadi pendorong peningkatan partisipasi para nelayan dalam 
pemilihan umum. padahal praktek politik uang merupakan pelanggaran aturan pemilihan umum yang 
sanksinya cukup berat. Fakta lain adalah keputusan pilihan politik nelayan dikarenakan upaya nelayan 
dalam mempertahankan keamanan hidupnya yang tinggal di lahan pinjaman dari para tuan tanah. Ketika 
mereka ingin aman tinggal maka mereka harus membuat keputusan politik sesuai dari arahan si tuan 
tanah atau mereka terancam untuk terusir dari tanah yang mereka tinggali. 
Nelayan dalam memilih dikarenakan menerima imbalan adalah suatu bentuk rasionalitas. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan oleh Boudon bahwa setiap keputusan pasti ada yang mendasari. 
Rasionalitas pemilih tidak dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang 
di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai 
dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu. Ketika standar 
normatif menerima imbalan untuk memberikan adalah suatu kekeliruan dan menyimpang tetap 
dikatakan bahwa pilihan itu rasional. Pilihan-pilihan yang menjadi keputusan nelayan adalah keputusan 
untuk memenuhi kebutuhan mereka walaupun pemenuhan kebutuhan itu hanyalah sesaat sewaktu hari 
pencoblosan saja. 
Dari pembahasan data tersebut, dapat dianalisa hasil dari penelitian sebagai berikut : 
a. Budaya politik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene, Kaitan dengan budaya politik Almond 
dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masih tergolong Budaya politik parokial 
memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang rendah terhadap sistem politiknya, ini dapat dilihat dari 
perhatian masyarakat nelayan Kabupaten Majene intensitas orientasi mereka terhadap aspek 
masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual 
belum menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi terhadap penyelenggaraan 
pemilihan umum, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri  bahwaa perasaan akan hasil 
pemilihan umum belum memberikan manfaat yang dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. 
posisinya sebagai warga Negara yang memiliki hak demokrasi dalam posisi yang pasif, diyakini 
bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik.  
Jika melihat ciri budaya politik menurut Almond dan verba, semakin menguatkan identitas 
masyarakat nelayan di Kabupaten Majene adalah menganut budaya parokial. Masyarakat nelayan 
Kabupaten Majene hidup di suasana yang tradisional dengan pola hidup yang sederhana. Kehidupan 
mereka hanyalah diwarnai dengan komunikasi dan interaksi sesama nelayan mengenai aktifitas 
mereka sebagai nelayan. Dengan pernyataan-pernyataan mereka sebagai informan dalam 
wawancara menyatakan bahwa mereka tidaklah menaruh minat yang banyak terhadap dinamika 
politik yang terjadi. Ini dikarenakan ternyata dari pemilu ke pemilu tidaklah memberikan banyak 
perubahan terhadap kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ini 
membawa nelayan pada posisi pasif dalam berdemokrasi walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi 
dalam pemilihan umum.  
b. Rasionalitas jika dikaikan dengan orientasi politik yang mendukung pengetahuan para nelayan 
dapat dikaji dari sumber daya sosial yang dimiliki para nelayan. Sumber daya sosial yang dimiliki 
oleh para nelayan sangatlah terbatas dalam kehidupan kesehariannya. Mereka hidup dengan tingkat 
pendidikan yang rendah, pengahasilan untuk menafkahi keluarga mereka terbatas, dan mereka 
hidup di tanah yang bukan milik mereka sendiri. Coleman mengungkapkan bahwa sumber daya 
yang dimiliki aktor akan memberikan pengaruh dalam pencapaian tujuannya. Semakin besar 
sumber dayanya maka akan cenderung semakin mudah pencapaian tujuan. 
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Nelayan sebagai aktor yang disebutkan oleh Coleman, tentunya akan memiliki tujuan dan 
mempunyai nilai dasar untuk melakukan pilihan dengan melakukan pertimbangan yang mendalam 
untuk pencapaian kebutuhan yang diinginkannya. Mereka akan berupaya melakukan pilihan-
pilihan yang mereka anggap sebagai pilihan terbaik untuk pencapaian tujuannya. Pencapaian tujuan 
haruslah diikuti dengan sumber daya yang baik karena menurut Coleman, sumber daya adalah 
kontrol dalam pencapaian tujuan. Ketika para nelayan membuat keputusan terhadap pilihannya 
dengan harapan akan membawa perubahan sumber daya yang dimilikinya maka pilihan tersebut 
rasional. 
c. Setelah membahas mengenai orientasi politik yang bermuara kepada budaya politik masyarakat 
nelayan di Kabupaten Majene kemudian membahas tentang sumber daya sosial nelayan maka pada 
pembahasan saat ini adalah tentang pilihan rasional dalam pengambilan keputusan politik nelayan 
dalam pemilihan umum di Kabupaten Majene. Nelayan sebagai warga Negara yang memiliki hak 
untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum haruslah mempunyai kedaulatan dalam penyaluran hak 
demokrasinya. Dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda, mereka mempunyai hak 
yang sama dengan segmen pemilih lainnya. 
Dalam pengambilan keputusan politik, masyarakat nelayan tidak lagi memikirkan apa yang 
menjadi tujuan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Segala aspek yang bersifat norma dan etika 
bukanlah menjadi dasar dalam pilihan politik mereka. Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa 
yang menjadi tujuan individu mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber bahwa rasionalitas 
seperti ini adalah rasionalitas tujuan yang mana aksi tersebut hanya dilakukan dengan pertimbangan 
tujuan individu tanpa mempertimbangkan etika, moralitas agama dan hal-hal yang bersifat estetika. 
Rasionalitas yang dijalani oleh para nelayan yakni rasionalitas yang tidak lagi didasari oleh nilai yang 
dikemukanan oleh Weber yang meliputi etika, moralitas, agama dan hal-hal yang bersifat estetika. 
Politik uang yang terjadi di masyarakat nelayan  dijadikan sebagaian nelayan untuk menjadi alasan 
pengambilan sikap politik merupakan hal yang sangat tidak pantas dalam etika dan moralitas pemilih 
dalam pemilihan umum tetapi hal tersebut. mereka menerima imbalan politik sebagai tujuan untuk suatu 
keuntungan pada saat itu saja dikarenakan mereka menilai bahwa dimasa yang akan dating tidaklah 
pasti hasil pemilu itu dapat memberikan keuntungan bagi mereka. 
Dari penjabaran diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Budaya politik 
masyarakat nelayan dalam pemilihan umum adalah budaya parokial yang pasif terhadap makna 
pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politiknya hanya mempertimbangkan keuntungan 
sesaat saja dikarenakan munculnya sikap tidak suka terhadap hasil pemilu dikarenakan pengalaman dari 
pemilu pemilu yang lalu. 
KESIMPULAN 
Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
Orientasi Kognitif Masyarakat nelayan Kabupaten Majene memiliki kenderungan pengetahuan 
sangatlah minim. Mereka tidak dapat menangkap visi dan misi serta program yang dibawa oleh partai 
politik peserta pemilihan umum. Mereka memaknai pemilihan umum hanyalah kegiatan rutin biasa 
tanpa banyak mengerti manfaat bagi mereka. Dari orientasi afektifnya, para nelayan di Kabupaten 
Majene merasa bahwa pemilu tidaklah membawa perubahan dari kehidupan mereka. Segala janji yang 
mereka pernah terima dalam penyelenggaraan pemilihan umum dari peserta ternyata kurang yang 
terbukti sehingga menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap hasil pemilihan umum. orientasi 
evaluatifnya yakni mereka akan tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum tetapi bukan didorong oleh 
sikap kognitif dan afektifnya tetapi setiap hari pencoblosan pada penyelenggaraan pemilu mereka 
dilarang untuk melaut oleh pemerintah daerah untuk member kesempatan mereka berpartisipasi dalam 
pemilihan umum. nelayan dalam mengambil keputusan memilih mereka lebih mempertimbangkan 
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keamanan hidup mereka tinggal di lahan pinjaman dan juga karena maraknya politik uang atau Money 
Politic. 
 Budaya politik yang masyarakat nelayan Kabupaten Majene anut yakni Budaya Politik 
Parokial. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan pemilihan umum. 
mereka tidaklah menaruh minat yang banyak terhadap dinamika politik karena mereka merasa kurang 
mendapat manfaat dari pemilihan umum tersebut.  
Rasionalitas pilihan politik mereka cenderung dikarenakan pilihan untung dan rugi dalam ikut 
berpartisipasi dalam pemilihan umum. hal yang banyak ditemukan adalah mereka memilih dikarenakan 
adanya Money Politic atau immbalan yang mereka terima dari peserta pemilu. Kecenderungan 
berikutnya mereka memilih dikarenakan keberlangsungan kehidupan mereka yang bertempat tinggal di 
lahan pinjamaan sehingga mereka harus mengikuti arahan pemilik lahan dalam pengambilan keputusan 
politiknya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pemilihan umum. 
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